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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan prioritas serta menganalisis pengembangan model inovatif kebijakan Collaborative Governance dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan collaborative governance dan inovasi kebijakan. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya isu-isu prioritas dan strategis kebijakan revitaliasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yaitu dimensi struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang keraton surososwan Banten Lama. Pengembangan model inovasi collaborative governance dan tahap-tahap revitalisasi meliputi empat komponen yaitu kondisi awal yang terdiri dari identifikasi kondisi eksisting, sumberdaya, dasar pertimbangan dan ekonomi politik will; komponen kedua adalah komitmen yang meliputi proses dan hasil, kepercayaan, kesamaan pemahaman dan legitimasi internal/eksternal; komponen ketiga adalah desain kelembagaan yang terdiri dari struktur dan prosedur, kepemimpinan dan bentuk proses kerjasama; dan komponen keempat adalah kondisi akhir yang meliputi tindak lanjut dan keberlanjutan.
Kata kunci : Collaborative Governance, Revitalisasi dan inovasi kebijakan
Abstract 

The purpose of this study is to identify strategic issues and priorities and analyze the development of innovative models of Collaborative Governance policy in the revitalization of Banten Lama cultural sanctuary. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations as well as the searching of various sources and literature both from government documents as well as news of print and electronic mass media, journals and books related to collaborative governance and policy innovation.

While the results of this research is the identification of priority and strategic issues of policy revitaliasi Banten Lama cultural heritage tourism area that is the structural dimension of bureaucracy, socialization of revitalization and relocation of street vendors incorporated in the merchant palace traders surososwan Banten Lama. The development of innovative governance innovation model and revitalization stages includes four components: initial conditions consisting of identification of existing conditions, resources, basic considerations and political economy will; the second component is a commitment that includes processes and outcomes, beliefs, common understanding and internal / external legitimacy; the third component is institutional design consisting of structure and procedure, leadership and form of cooperation process; and the fourth component is the final condition that includes follow-up and sustainability.
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A. PENDAHULUAN
Banten lama adalah sebuah wilayah di Provinsi Banten yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata religi dan dijadikan cagar budaya. Sebagai kawasan bekas peninggalan sejarah kerajaan Banten, daya tarik wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengunjungi berbagai situs bersejarah di Banten Lama sangatlah besar, destinasi wisata yang dapat dikunjungi seperti ziarah ke makam Sultan Hasanudin Banten, keraton surosowan, masjid agung Banten Lama, tempat pemandian bersejarah Watu Gilang dan Danau Tasik Kardi. Berdasarkan aspek kebijakan, pengelolaan dan penataan daerah wisata Banten lama merupakan kewenangan Pemerintah Kota Serang dan kenadziran Banten Lama. Tercatat sejak tahun 2010 sejak Kota Serang terbentuk maka kewenangan kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang. Sedangkan dari aspek geografis dan administratif terdapat hubungan lintas wilayah antara Provinvi Banten dengan 2 (dua) wilayah di bawahnya yaitu Kabupaten Serang dan Kota Serang. Dengan demikian terdapat sebuah konsekuensi kerja sama dan strategi inovasi kebijakan antar pemerintahan daerah ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama. 
Sejalan dengan aspek konsekuensi kerjasama dan inovasi kebijakan tersebut, maka inisiasi revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten lama sebagai asset bersama antara Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang dilakukan melalui mekanisme Collaborative Governance sebagai A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets. (Ansell & Gash, 2007), oleh sebab itu proses pengambilan keputusan, komitmen bersama dan deliberatif menjadi point penting bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam inovasi kebijakan strategis collaborative governance. Selain itu Inovasi kebijakan publik menjadi keharusan ketika kebijakan manual yang hanya berfungsi sekedar menggugurkan kewajiban pemerintah melahirkan berbagai kekecewaan dan kecemasan ditengah-tengah publik, khususnya yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. (Dede Mariana, 2010 dalam Sururi, 2017). 
Saat ini revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama melibatkan kerjasama antara tiga pihak yaitu, pemerintahan provinsi Banten, Pemerintahan  Kota Serang dan Pemerintahan Kabupaten Serang yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU). Sebagai sebuah konsep kerja sama dan preferensi tata kelola pemerintahan, Collaborative Governance memerlukan pelibatan secara intensif dari berbagai stakeholder walaupun tentu saja mengandung implikasi yang cenderung kompleks dan tidak mudah pada tataran praktis. Typically, systems of collaborative governance have structures that display very complex features in a  number of respects, this has implications for their practicality as governance mechanisms. (Huxham, Vangen, Huxham, & Eden, 2000). Oleh sebab itu kerjasama antara pemerintahan daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota Serang dengan berbagai keberagaman implikasi persoalan revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama memerlukan penanganan prioritas dalam pelaksanaannya
Penanganan prioritas pelaksanaan collaborative governance dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama menjadi semakin penting sebagai bagian dari upaya dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mendorong proses sinergisitas sektor publik dengan partisipasi masyarakat terutama dengan masyarakat di sekitar kawasan Banten Lama dan Para Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Pedagang Keraton Surososwan. The current emphasis on public participation can be situated in conceptions of governance that result from the transformation of modern states. (Gibbings, 2017). Collaborative Governance dapat meningkatkan keterlibatan sektor publik dengan privat serta masyarakat, kerjasama internasional yang menguat, perkembangan ekonomi yang maju, dan pemerintahan yang efektif efisien akan mengantarkan Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan (SDGs 2030). (Prasojo, 2017). Oleh sebab itu Pemerintahan daerah perlu menerapkan manajemen kolaborasi antar pemerintahan yang efektif dan efisien. A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.(Ansell & Gash, 2007). Sebuah manajemen kolaboratif yang mampu mendorong semua stakeholder bekerja dalam sebuah proses secara bersama-sama, mempunyai komitmen terhadap proses dan tujuan, egaliter dan delibaratif dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Kompleksitas permasalahan kawasan wisata cagar budaya Banten Lama merupakan salah satu alasan mengapa kebijakan revitalisasi dilakukan melalui mekanisme collaborative governance, the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished, (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2011), sehingga diharapkan permasalahan publik di kawasan wisata cagar budaya Banten lama dapat diselesaikan melalui proses kerjasama antar pemerintahan daerah. Terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama seperti persoalan relokasi Pedagang Kaki Lima dari tempat yang lama ke tempat yang baru, Government officials most often explained the resistance to the relocation as a lack of understanding. With more socialization the traders would change their minds, they believed, and therefore the government’s job was to sell this project to them. (Gibbings, 2017). Dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada para pedagang kaki lima perlu terus dilakukan agar tidak menimbulkan resistensi dari para pedagang tersebut.
Salah satu bagian penting collaborative governance adalah ketersediaan barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan kawasan Banten Lama, akan tetapi lambatnya mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh organisasi sektor publik mengakibatkan proses pembangunan menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, penataan Banten Lama yang ditargetkan rampung tiga tahun (Harian Umum Kabar Banten 22 Juli 2017). Conceptually, collaborations are often thought of as consisting of a number of identified organizations that are involved in working relationships with each other in the pursuance of a common purpose. At face value, thc conceptualization sounds simple but it belies the reality of real collaborative forms. (Huxham et al., 2000). Diperlukan kemitraan yang bersifat kolektif pada tujuan bersama dalam setiap proses kolaborasi antara organisasi sektor publik, collaborative is added as a modifier to governance to emphasize the nature of the process by which the various societal actors engage in collectiveaction. However, collaborative governance also often involves partnerships between public agencies and may incorporate interagency and intergovernmental partnerships as well (Morse & Stephens, 2009). Dan kemitraan tersebut akan berjalan secara efektif apabila terdapat sebuah desain atau model collaborative governance yang mampu mendorong 
Terdapat delapan prinsip utama dalam penerapan collaborative governance: (1)Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik; (2)Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik; (3)tenaga professional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat; (4)Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik; (5)Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan; (6)Kebijakan harus strategis, (7)Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik; (8)Kebijakan harus mengandung akuntabilitas. (Seigler, 2011: 968-970 dalam Kurniasih, 2017), selain itu dalam collaborative governance memerlukan inisiasi dan dinamisasi, once a CGR has been initiated, collaborative dynamics and its three components are set in motion. The first component, principled engagement, encompasses the interaction of four basic process elements: discovery, definition, deliberation, and determination. The second component, shared motivation, also consists of four elements: trust, mutual understanding, internal legitimacy, and shared commitment. The third component of collaborative dynamics is the generation of capacity for joint action, which is also a function of four elements: procedural and institutional arrangements, leadership, knowledge, and resources. (Emerson et al., 2011)
Bentuk dan metode kerjasama antar Pemerintah Daerah meliputi (1)intergovernmental service contract; (2)joint service agreement, dan (3)intergovernmental service transfer (Henry, 1995 dalam Keban, 1999). Selanjutnya dijelaskan bahwa bentuk kerjasama yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerjasama yang kedua diatas biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerjasama ketiga merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu dearah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik. 
Model collaborative governance berdasarkan empat variabel dikemukakan oleh Ansel dan Gash yaitu sebagai berikut : the model has four broad variables starting conditions, institutional design, leadership, and collaborative process. Each of these broad variables can be disaggregated into more ﬁne-grained variables. Collaborative process variables are treated as the core of our model, with starting conditions, institutional design, and leadership variables represented as either critical contributions to or context for the collaborative process. (Ansell & Gash, 2007). Terdapat tiga komponen penting dalam mendorong desain kelembagaan dan kepemimpinan, three features of institutional design and facilitative leadership of collaborative governance emerge as particularly consequential to deliberations and decision-making to produce a collaborative advantage in policy terms: time, task and target. These three features emerge from the Vancouver case of homelessness collaborative governance as essential to its effective operation from extended observation of decision-making and interviews with participants, and not only build on theory, but provide useful lessons for practitioners charged with designing and managing collabora- tive governance efforts. Strategic use of rules and steering by bureaucrats keeps the ship on course while harnessing the dynamism of collaborative governance (Doberstein, 2016)
Prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalah terwujudnya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai entry point diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan. Gagasan dan ide dapat terealisasikan apabila organisasi sektor publik sebagai locus pembuatan kebijakan mampu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di luar organisasi. (Sururi, 2016). Pemerintahan Provinsi Banten, Pemerintahan Kabupaten dan Kota Serang sebagai leading sector revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama dituntut untuk mengembangkan sebuah model collaborative governance yang inovatif, kreatif dan adaptif terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan prioritas serta menganalisis pengembangan model inovatif kebijakan collaborative governance dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama.
B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan collaborative governance dan inovasi kebijakan. Data primer dan sekunder tersebut diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data dan pembahasan. Selanjutnya dilakukan proses analisis data berdasarkan temuan penelitian, teori dan konsep collaborative governance dan inovasi kebijakan publik untuk kemudian dilakukan proses intrepretasi data. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Isu-isu prioritas dan strategis collaborative governance Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama 
a. Dimensi Struktural Birokrasi Pemerintahan Daerah
Sebagai sebuah inovasi kebijakan strategis, aspek penting yang harus menjadi komitmen bersama dalam collaborative governance adalah dimensi struktural birokrasi antar pemerintahan daerah, structural issues are important because they affect the way collalborative agendas are formed and implemented (Huxham et al., 2000), dalam hal ini, konsep collaborative governance dalam revitalisasi kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama mensyaratkan setiap pemerintahan daerah mempunyai kesamaaan pemahaman tentang bagaimana formulasi dan implementasi kebijakan revitalisasi. Prinsip-prinsip kerjasama revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama dengan beragamnya keterlibatan stakeholder dan lintas organisasi sektor publik menjadi tantangan sekaligus potensi dalam mengatasi permasalahan. Collaborative Governance yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU) sebagai pedoman pelaksanaan revitalisasi menjadi dokumen strategis yang harus ditaati oleh semua pihak. Mengoptimalkan relasi struktural birokrasi organisasi sektor publik di Pemerintahan Daerah dapat menjadi opsi dalam mengatasi persoalan lambatnya proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pembangunan revitalisasi kawasan Banten Lama. Dalam hal ini organisasi sektor publik harus bersifat enabling linkage yaitu keterkaitan lembaga atau organisasi dengan penyediaan wewenang untuk bekerja mencapai sumber-sumber daya yang esensi dan diffusion linkage yaitu hubungan lembaga atau organisasi dengan orang atau kelompok-kelompok yang tidak terkumpul dalam suatu organisasi (Esman, 1972:33 dalam Torang, 2016:104-105)
b. Sosialisasi Revitalisasi

Gagasan-gagasan konseptual terkait penanganan isu-isu stategis dan prioritas dalam proses revitalisasi menjadi bagian yang sangat penting, collaborative governance is therefore not advanced merely to satisfy a vague notion of more inclusive decision-making, but rather ‘to engage different “ways of knowing” in the continuous processes of problem solving’ (Feldman et al. 2006, 93 dalam Doberstein, 2016), dan upaya pendekatan partisipatif publik yang sudah dilakukan tidak hanya dilakukan pada kondisi awal atau pada saat launching gagasan revitalisasi akan tetapi harus dilakukan secara konsisten, hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai trust terhadap kebijakan revitalisasi. 
Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa masyarakat masih mempertanyakan bagaimana kelanjutan revitalisasi setelah launching gerakan Banten Bebersih yang sudah dicanangkan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 21 Juli 2017 sekaligus penandatanganan MOU. (Harian Umum Kabar Banten, 22 Juli 2017). Oleh sebab itu sosialisasi tidak hanya bersifat parsial akan tetapi harus dilakukan secara terus menerus dengan tujuan masyarakat mengetahui perkembangan program yang secara langsung akan melibatkan masyarakat. 
c. Relokasi Pedagang Kaki Lima

Isu penting yang menjadi permasalahan dalam revitalisasi adalah relokasi pedagang kaki lima. Untuk kondisi saat ini, para Pedagang belum bisa direlokasi ke Kawasan Penunjang Wisata (KPW) atau tempat relokasi yang baru dikarenakan belum memadainya sarana penunjang seperti listrik, tempat sampah dan jalan lingkungan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang Keraton Surosowan Banten Lama, para pedagang belum sepenuhnya menyetujui  untuk di relokasi, penyebabnya adalah karena para pedagang kaki lima tersebut khawatir lokasi yang baru tidak dilalui oleh wisatawan yang berkunjung. 
Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) menjadi prioritas isu yang harus dilakukan, termasuk dalam hal ini dialog secara intensif dengan para pedagang kaki lima agar bersedia direlokasi ke tempat yang baru. Upaya dialog dan memposisikan pedagang kaki lima sebagai partner menjadi prinsip utama dan sebagai bagian dari tata kelola collaborative governance sehingga dapat mendorong keberhasilan revitalisasi. 
2. Pengembangan Model dan tahap-tahap Inovasi Kebijakan Collaborative Governance revitalisasi kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama.
Salah satu prasyarat penting untuk mendorong tumbuhnya inovasi kebijakan adalah kreatifitas birokrasi dalam menciptakan daya perubahan dan gagasan-gagasan baru. (Sururi, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi kebijakan adalah proses yang bersifat berkelanjutan bagi pemerintahan daerah. Fortunately, many cases of collaborative governance are created or mandated by national governments, but are implemented locally, thus providing larger N opportunities to analyse them as natural experiments in governance with built-in controls to the analysis, just as was done in this study, while also leveraging variation in institutional design and facilitative leadership to build a more complete theory of collaborative governance (Doberstein, 2016). 
Mengadaptasi dari berbagai model collaborative governance, penulis mencoba mengembangkan sebuah model inovasi kebijakan collaborative governance dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang terdiri dari empat komponen penting yaitu komponen pertama kondisi awal yang terdiri dari kondisi eksisting Banten Lama, resource, dasar pertimbangan dan ekonomi politik will; komponen kedua adalah komitmen terhadap proses dan hasil yang terdiri dari trust, kesamaan pemahaman dan legitimasi internal dan eksternal; komponen ketiga adalah desain kelembagaan yang terdiri dari struktural dan prosedural kelembagaan, kepemimpinan, bentuk proses kerjasama; komponen keempat adalah kondisi akhir yang terdiri dari tindak lanjut dan keberlanjutan. 

Gambar 1 
Model Inovasi kebijakan Collaborative Governance Revitalisasi 

Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama
Sumber : Diolah Peneliti, 2018
Kondisi awal yang meliputi kondisi eksisting, resource, dasar pertimbangan dan ekonomi politik will merupakan entry point dalam pengembangan inovasi kebijakan collaborative governance, langkah-langkah identifikasi kondisi eksisting Banten Lama seperti pendataan kondisi sarana dan prasarana, jumlah pedagang, jumlah destinasi wisata dan data kependudukan. Termasuk dalam hal ini resource. Dengan melakukan analisis eksisting diharapkan akan memeroleh data-data yang akurat dalam mengestimasi perumusan kebijakan selanjutnya, kemudian resource atau sumber daya meliputi potensi unggulan kawasan Banten Lama yang secara ekonomis dan sosial mampu memberikan dampak kesejahteraan masyarakat seperti industri kreatif, dan ekonomi politik will berupa dukungan dari pemerintahan daerah dalam bentuk dukungan regulasi dan kebijakan.

Komitmen dari stakeholder kebijakan menjadi proses selanjutnya setelah kondisi awal diidentifikasi. Komitmen ditunjukkan melalui proses dan hasil, pemerintah daerah yang terlibat dalam collaborative governance mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap proses yang sedang berjalan dan hasil yang telah dicapai. Kepercayaan antar pemerintahan daerah untuk mempunyai komitmen yang sama menjadi isu penting dalam pengaturan kewenangan sehingga semua pihak dapat saling memberikan dukungan. Kesamaan pemahaman dan legitimasi internal maupun eksternal dalam mewujudkan komitmen menjadi prasyarat penting agar proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik. 
Desain kelembagaan meliputi tiga hal yaitu struktural dan prosedur, kepemimpinan dan bentuk proses kerja sama. Kolaborasi yang dilakukan dengan pendekatan partisipasi publik dari pemerintahan daerah terhadap masyarakat dan pedagang kaki lima terkait dengan ketiga hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat agar terlibat secara penuh dan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Dan kondisi akhir yang terdiri dari tindak lanjut dan keberlanjutan akan mengevaluasi bagaimana langkah selanjutnya setelah seluruh kegiatan revitalisasi diselesaikan, termasuk dalam hal ini kebermanfaatan dan dampak yang diterima oleh masyarakat. 
D. KESIMPULAN

Collaborative Governance yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding  (MOU) perlu terus didorong melalui berbagai bentuk dan proses kerjasama baik melalui desain kelembagaan yang efektif maupun kepemimpinan yang deliberatif, selain itu pendekatan partisipatif masyarakat dari pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban padagang Keraton Surosowan Banten Lama perlu terus dilakukan. Isu-isu prioritas dan strategis yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi terhadap masyarakat dan relokasi pedagang kaki lima. Isu-isu tersebut perlu menjadi prioritas dalam mencapai akselerasi revitalisasi Sedangkan pengembangan model inovasi kebijakan collaborative governance meliputi kondisi awal, komitmen, desain kelembagaan dan kondisi akhir.
Inovasi kebijakan Collaborative Governance revitalisasi kawasan cagar budaya Banten Lama memiliki nilai faktor dan dampak strategis. Memiliki nilai faktor dikarenakan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi nilai-nilai ekonomi masyarakat lokal, politik dan kebijakan pemerintahan daerah, sosial kemasyarakatan dan budaya setempat. Sedangkan dampak strategis inovasi kebijakan Collaborative Governance adalah adanya keterlibatan stakeholder kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. 
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